
4. Un da nrz-

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dalam rangka
pencapaian target/ indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), perlu
disusun Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals)Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Kabupaten
Tabalong Tahun 2018-2021;
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7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 ten tang Rencana
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 ten tang
Penye1enggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi,
Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berke1anjutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 Nomor 7);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

5. Undan~-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
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PERATURAN BUPATI TENTANG MATRIKS RENCANA AKSI
DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS1 KABUPATEN
TABALONGTAHUN2018-2021.

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun
2019 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutanj Sustainable
Development Goals (RAD TPB/ SDGs) Provinsi Kalimantan
Se1atan Tahun 2018-2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 18 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2018 Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor 62);
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Matriks RAD TPBjSDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman
dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk program,
kegiatan dan indikator kegiatan.

Pasa12

BABII
MATRIKSRADTUJUANPEMBANGUNANBERKELANJUTAN

(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.

6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Tabalong.

7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang
selanjutnya disingkat TPBj SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan
sasaran global tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.

8. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals) yang selanjutnya disingkat RAD TPBjSDGs adalah
dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk
melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung
mendukung pencapaian TPBj SDGs yang sesuai dengan sasaran
pembangunan daerah.

9. Matriks RAD SDGs adalah Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang berisikan
target TPBISDGs, Indikator TPBISDGs, Program, Kegiatan dan Indikator
Kegiatan yang akan dicapai Kabupaten Tabalong.

10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD
TPBjSDGs serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang
timbul dan / atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

11.Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan
hasil dari pelaksanaan RADTPBISDGs yang telah selesai.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM
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ABDULMUTHALIBSANGADJI

Ttd

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 02 Oktober 2019

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

ANANGSYAKHFIANI

Ttd

BUPATITABALONG,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Oktober 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal6

BABIV
KETENTUANPENUTUP

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals).

Pasal5

BABIII
PEMANTAUANDANEVALUASI

Matriks RAD TPBj SDGs menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun
rencana kerja dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam upaya
pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals).

Pasal4

Matriks RADTPBjSDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa13
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ANANG SYAKHFIANI

Ttd

BUPATI TABALONG,

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)

KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018-2021

LAMPlRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018-
2021
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